
 

 

 

 

 

 

BUPATI  PASER 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PASER 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

                         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

                                             BUPATI PASER, 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa dalam rangka  mewujudkan  tertib administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu 

penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Paser;  

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Paser sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 



3. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  4. 

 

 

5. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2009 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 432); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Bupati Paser ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten 

Paser. 

3. Bupati adalah Bupati Paser. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur  

pembantu Bupati dan  dewan perwakilan rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

5. 

 

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 

pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, 

pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media 

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 



6. 

 

 

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 

kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Format adalah susunan dan bentuk naskah  yang menggambarkan tata 

letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo Daerah 

dan cap dinas. 

 

Pasal 2 

 

Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan 

sebagai acuan bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan 

kegiatan penyusunan  Naskah Dinas. 

 

Pasal 3 

 

Tata Naskah Dinas terdiri atas: 

a.  Jenis dan Format Naskah Dinas; 

Merupakan tata letak bagian-bagian atau susunan dan bentuk dari 

naskah dinas; 

b.  Pembuatan Naskah Dinas; 

Disusun secara sistematis dan dalam pembuatannya perlu memperhatikan 

syarat-syarat yaitu ketelitian, kejelasan, logis dan singkat, serta 

pembakuan; 

c.  Kewenangan penandatanganan; 

Tanggung jawab yang dilimpahkan atau diserahkan kepada pejabat yang 

mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 

d.  Pengamanan Naskah Dinas;  

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari sangat 

rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka; 

e.  Pengendalian Naskah Dinas. 

Merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas sesuai dengan 

tahapan tahapannya. 

 

Pasal 4 

 

(1) Penyusunan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan 

sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Dinas. 

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 5 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 

Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 52) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser. 

 

                                           Ditetapkan di Tana Paser 

                                                                         pada tanggal 24 Juni 2021  

 

BUPATI PASER, 

 

ttd 

FAHMI FADLI 

 

Diundangkan di Tana Paser 

pada tanggal 24 Juni 2021   

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 

 

 ttd 

 

                    KATSUL WIJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 24. 

 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER 

 

 

 

 

H. ANDI AZIS, SH 

NIP 19680816 199803 1 007 

 

 

 

 

 

 

 

  


